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PENDAHULUAN

A.LatarBelakang

PembukaanUndang-UndangDasarNegaraRepublikIndonesiaTahun

1945telahmengamanatkantujuandaribernegara,antaralainmemajukan

kesejahteraanumum danmencerdaskankehidupanbangsa,haltersebut

mengandungmaknabahwadalam penyelenggaraankehidupanberbangsa,

pemerintah dituntut untuk memajukan kesejahteraan umum yang

berkeadilansosialbagiseluruhrakyatIndonesia.

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum

dalam Undang-Undang Dasar1945 Pasal1 ayat(3).Bahwa segala

sesuatu didasarkan pada hukum sebagai peraturan yang bersifat

mengikatdanmemaksa.RepublikIndonesiaadalahNegarahukum yang

demokrasiberdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945,tidak ada

pemusatan kekuasaan pada golongan tertentu tetapicenderung pada

kedaulatanrakyat.

Sebagai negara hukum sudah jelas dalam penyelenggaraan

aktivitasnyabaikmengenaikehidupanbernegaramaupunbermasyarakat

selalumenjunjungtinggiharkatdanmartabatmanusia.NegaraIndonesia

adalah negara yang sedang berkembang.Sebagaimana negara-negara

yangsedangberkembang,Indonesiabanyakmenerimapengaruhyang

berasaldarinegaradisekitarnya,baikitupengaruhyangbersifatpositif
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maupunyangbersifatnegatif.

Hukum sebagaisalah satu bidang yang keberadaannya sangat

esensialsifatnya untuk menjamin kehidupan dan bernegara,apalagi

Indonesia adalah Negara hukum,yang berartisetiap perbuatan harus

berdasarkan pada hukum. Meskipun demikian, tetap saja terjadi

kesalahpahaman dan menimbulkan permasalahan berupa kejahatan

sehinggamengganggukeserasianhidupbersama.

Dalam landasan tersebut diatas maka semua warga Negara

Indonesia yang melakukan pelanggaran atau kejahatan terhadap

ketertibanumum harustundukpadaaturanyangberlaku,bagimasyarakat

Indonesiahukum pidanayangmengaturnyaadalahKitabUndang-Undang

Hukum Pidana(KUHP)sebagaihukum pidanamaterildanKitabUndang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)sebagaihukum pidana formil

untukmempertahankandanmenegakkanhukum pidanamateril.

Fenomena korupsitelah ada sejak lama namun baru menarik

perhatianduniasejakberakhirnyaperangduniakedua,dapatdikatakan

bahwakorupsisudahmenjadimasalahbangsadarimasakemasadalam

rentangwaktuyangcukuplama.KorupsijugasudahadasejakIndonesia

belum merdeka,yang dibuktikan dengan adanya upetioleh beberapa

golonganmasyarakatkepadapenguasasetempat.Setelahperangdunia

kedua,munculera baru yaknigejolakkorupsidiNegara-negara yang

sedangberkembang.1

1 EfiLailaKholis,PembayaranUangPenggantiDalam PerkaraKorupsi,(Jakarta:
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Suatu fenomena sosialyang dinamakan korupsitersebutadalah

realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap

menyimpang serta membahayakan masyarakatdan Negara.Perilaku

tersebutdalam segalabentukdicelaolehmasyarakat,bahkantermasuk

olehparakoruptoritusendirisesuaidenganungkapan“maling teriak

maling”.Pencelaan masyarakatterhadap korupsimenurutkonsepsi

yuridisdimanifestasikandalam rumusanhukum sebagaibentuktindak

pidanayangperludidekatisecarakhususdandiancam pidanayangcukup

berat.2

MenurutMochtarLubis,korupsiakan selalu ada dalam budaya

masyarakatyangtidakmemisahkansecaratajam antarahakmilikpribadi

danhakmilikumum.Pengaburanhakmilikmasyarakatdanhakmilik

individusecaramudahhanyadapatdilakukanolehparapenguasa.Para

penguasa diberbagaibelahan dunia oleh adatistiadat,patutuntuk

memintaupeti,sewadansebagainyapadamasyarakat,karenasecara

turuntemurunsemuatanahdianggapsebagaimilikmereka.Jadikorupsi

berakardarimasatersebutketikakekuasaanbertumpupada“birokrasi

patrimonial”yangberkembangdalam kerangkakekuasaanfeodal.Dalam

struktur seperti inilah penyimpangan, korupsi, pencurian mudah

berkembang.3 Korupsisejatinyaadalah manifestasidariketidakjujuran

personal,absennyaintegritas,danlemahnyakarakterindividu.Absennya

SolusiPublishing,2010),h.5.
2 ElwiDanil,Korupsi(Konsep,TindakPidana,danPemberantasannya),(Jakarta:

RajaGrafindoPersada,2005),h.1.
3MochtarLubisdanJamesScott,BungaRampaiKorupsi,(Jakarta:LP3ES,1985),

h.XVI
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nilaibudaya baikdan jujurditengaraimunculdalam situasidimana

penyerapan anggaran negara justru lebih menguntungkan swasta

dibanding kesejahteraan pejabatnegara terkait,dimana kemudian

muncullahgodaanuntukmelakukankorupsi.

Olehkarenaitumunculistilahbaru,“korupsisebagaibudayabarudi

Indonesia‟.Dikatakan demikian karena praktik korupsisudah begitu

mengakardalam diriseseorang,seolah-olahhalitumerupakankebiasaan

baikyangperludipertahankandankarenaitusulitdiubahkembali.4Istilah

dalam bahasa Bugis,“Llele bulu’tellele abiasang” (gunung dapat

berpindahtetapikebiasaantidak,katalainmengubahkebiasaanlebihsulit

daripadamemindahkansebuahgunung)5

Praktik tindak pidana korupsi bisa berlangsung dimanapun,

dilembaganegara,lembagaprivat,hinggadikehidupansehari-hari.Untuk

itupemberantasantindakpidanakorupsimemerlukanpenanganandan

penanggulangansecaraterpadudenganmemfungsikansistem hukum

yang ada misalnya perangkatperundang-undangan dan kelembagaan

hukum didalam sistem peradilanpidana(criminaljusticesystem).6

DatayangberhasildirilisolehlembagapemerhatikorupsiIndonesia,

Indonesia Corupption Watch (ICW) menyebutkan bahwa pengadaan

barang/jasapemerintahmerupakansektorterbesaryangberkontribusi

4AntoniusSudirman,EksistensiHukum danHukum Pidanadalam DinamikaSosial:
SuatuPendekatanTeoridanPraktikdiIndonesia.(Semarang:UNDIPPress,2009)h.136-
137.

5Ibid.
6 Barda NawawiArief,Pokok-pokok Pikiran Kebijakan Pembaharuan Undang-

undangPemberantasanKorupsi,(Puerwakarto,1999),h.29.
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menimbulkan kerugian negara, sesuai dengan pernyataan yang

disampaikanolehFebriHendrisebagaiberikut:Pengadaanbarangdan

jasamerupakansektorterbesaryangmenjadi“lahanbasah”tindakpidana

korupsi.Hampir80persenkasusyangditanganiKomisiPemberantasan

Korupsi(KPK)berasaldarisektortersebut.Celahoknum untukmelakukan

korupsidalam pengadaanbarangdanjasadiawalidariperencanaandan

penganggaran.Jadipada tahap penganggaran sudah dikapling-kapling,

sekianjatahbuatpihaktertentu.

Terjadinyakerugiankeuangannegaradalam pengadaanbarang/jasa

berimplikasihukum bagipelaku pengadaan barang/jasa,yaitu adanya

pertanggungjawaban hukum pelaku pengadaan barang/jasa,baik itu

pertanggungjawaban secara perdata, administrasi maupun pidana.

Pertanggungjawaban pidana dalam pengadaan barang/jasa terkait

dengan terjadinya penyimpangan yang memenuhiunsur-unsurtindak

pidanakorupsi.Penyimpangandalam pengadaanbarang/jasapemerintah,

yang mengarah terjadinya tindakpidana korupsidimungkinkan terjadi

apabilaprosespengadaanbarang/jasatidaksesuaidenganketentuan

yangtelahdiaturdalam PeraturanPresidenNomor16Tahun2018.

Telah terjaditindakpidanapenyalahgunaan danadalam putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1333 K/Pid.Sus/2019

bahwa Terdakwa DonniMelkiMonim S.E Selaku Kuasa Pengguna

Anggaran (KPA)dan Selaku PejabatPembuatKomitmen (PPK)Pada

SatuanKerjaPengembanganLaluLintasAngkutanJalan(SatkerPLLAJ)
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DinasPerhubunganProvinsiPapuaberdasarkanSuratKeputusanMenteri

PerhubunganNomor:KP88Tahun2013tanggal30Januari2013telah

melakukanatauturutsertamelakukanbersama-samaFelixPrawar,S.H

selakuKepalaSetasiunDamriSeruiberdasarkanSuratKeputusanDireksi

Perum DamriNomor:SK.419/KP.303.304/DAMRI-201 Tanggal22 Juli

2011 dan Selaku GeneralManager Perum DamriSeruidan Surat

Keputusan DirekturUtama Perum DamriNomor:SK.453/KP.303.304/

DAMRI-2013Tanggal22Juli2013(terdakwadalam penuntutanterpisah)

yangmelaksanakanPengadaanSubsidiOperasionalJalanPerintisPerum

DamriSeruiT.A 2013 berdasarkan Kontrak Nomor:044/IV/PLLAJ-

PAPUA/2013 tanggal26 April2013 dengan NilaiKontrak sebesar

Rp.1.560.320.000.00,00.-(satumiliarlimaratusenam puluhjutatigaratus

duapuluhriburupiah)denganJangkawaktuPekerjaanselama312(tiga

ratusduabelas)harikalender,padasuatuwaktuantarabulanJanuari

2013sampaidenganDesember2013atausetidak-tidaknyapadasuatu

waktu di tahun 2013,bertempat di Kantor Satker PLLAJ Dinas

PerhubunganProvinsiPapuaatausetidak-tidaknyapadatempat-tempat

lainyangmasihtermasukdalam daerahhukum PengadilanTindakPidana

Korupsipada Pengadilan NegeriKelas IA Jayapura ”secara melawan

hukum melakukanperbuatanmemperkayadirisendiriatauoranglainatau

suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau

perekonomianNegara”

Pemilihanjudulininantinyaakanbergunabagisetiaporangyang
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membutuhkaninformasiseputarTindakpidanakorupsisepertimisalnya

peneliti,mahasiswasertamasyarakatdanberbagaipihakyangmungkin

nantinyapenelitianinibergunabagikehidupanmerekadalam memberikan

solusidalam suatumasalah.

Berdasarkanlatarbelakangmasalahdiataspenulistertarikuntuk

membahas tesis dengan judul:“Pertanggungjawaban Tindak Pidana

Penyalahgunaan Dana Pengadaan SubsidiOperasionalBus Perintis

Perum DamriMenurutUndang-Undang Nomor31 Tahun 1999 Junto

Undang-UndangNomor20Tahun2001TentangPemberantasanTindak

Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1333

K/Pid.Sus/2019)”.

B.RumusanMasalah

Berdasarkan latarbelakang diatas,maka ditentukan perumusan

masalahsebagaiberikut:

1.Bagaimanapengaturanhukum pertanggungjawabanpenyalahgunaan

danapengadaanbarangmiliknegara?

2.Bagaimanapenyalahgunaandalam pengadaansubsidioperasionalbus

perintisdiseruiyangterjadidalam PutusanMahkamahAgungNomor

1333K/Pid.Sus/2019?

3.Bagaimanapertimbanganhakim dalam tindakpidanapenyalahgunaan

dana pengadaan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor1333

K/Pid.Sus/2019?
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C.TujuanPenelitian

Adapunyangmenjaditujuanpenelitiandalam penulisantesisini

adalah:

1.Untuk mengetahui pengaturan hukum pertanggungjawaban

penyalahgunaandanapengadaanbarangmiliknegara.

2.Untuk mengetahui penyalahgunaan dalam pengadaan subsidi

operasionalbusperintisdiseruiyangterjadidalam PutusanMahkamah

AgungNomor1333K/Pid.Sus/2019

3.Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam tindak pidana

penyalahgunaandanapengadaandalam PutusanMahkamahAgung

Nomor1333K/Pid.Sus/2019

D.ManfaatPenelitian

MelaluiPenelitianinidiharapkandapatmemberikanmanfaatbaik

secarateoritis,normatifmaupunpraktis,yakni;

1.Secarateoritis,hasilpenelitianiniakanmemberikansumbangsaran

dalam khasanahilmupengetahuanhukum,khususnyadibidangtindak

pidanakorupsi.

2.Secarapraktis,Praktishasilpenelitianiniakanmemberikansumbang

sarandalam khasanahilmupengetahuanhukum,khususnyatentang

tindakpidanapenyalahgunaandana.

E.KerangkaTeoridanKerangkaKonsep

1.KerangkaTeori
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Kerangka teoritikdan sebagainya,berbagaiistilah tersebutpada

dasarnyasamamaksuddanmaknanya,mungkinadayanglebihluasdan

yanglainlebihsempitkajiannya,akantetapiisidarikerangkateoritik

adalah konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan, dan

penemuanyangrelevandenganpokokpermasalahan.7

a.TeoriNegaraHukum

Negarahukum merupakannegarayangberdiridiatashukum yang

menjaminkeadilankepadasetiapwarganya.Dalam konstitusiPasal1ayat

(3)menjadibuktitertulis bahwa Indonesia adalah negara hukum.”

Ni‟matulHuda menyatakan dalam bukunya bahwa Prinsip inisemula

dimuatdalam Penjelasan,yangberbunyi:“NegaraIndonesiaberdasaratas

hukum (rechtsstaat)tidakberdasarataskekuasaanbelaka(machtstaat).”8

Dalam halinijelas bahwa pada awalnya terdapatbuktitertulis yang

menunjukkan Indonesia menganut konsep negara hukum barat

(rechtsstaat).

AbdulLatifmengutip Senoadji,menyebutkan “...Negara Hukum

Indonesia memilikiciri-cirikhas Indonesia.Karena Pancasila harus

diangkatsebagainormadasardansumberhukum,makaNegaraHukum

Indonesia...dinamakanNegaraHukum Pancasila”.9

Penulismemilikipemahamanbahwamemangpernyataantersebut

7 MuktiFajarND danYuliantoAchmad,DualismePenelitianHukum Normatif&
Empiris,PustakaPelajar,Yogyakarta,2010,h.92.

8 Ni’matulHuda,Hukum TataNegaraIndonesia,RajaGrafindoPersada,Jakarta,
2013,h.17

9 Latif,Abdul.FungsiMahkamahKonstitusi(UpayaMewujudkanNegaraHukum
Demokrasi).Yogyakarta.KreasiTotalMedia,2009.h.73-74.
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bisadibenarkanterkaitdenganhilangnyaredaksi“rechtsstaat”dariUUD

NRI1945yangmenyebutkanIndonesiaadalahnegarahukum danjuga

kiblatnegarahukum Indonesiabukanrechtsstaat(hukum tertulis/civillaw

dankepastianhukum)maupunruleoflaw(hukum tidaktertulis/common

law dankeadilansubstansial).Seakanmemangkeduakonsephukum

tersebutdiambilsisibaiknya dan menjadiNegara Hukum Pancasila.

Namun seiring dengan perkembangannya Indonesia sejak melakukan

amandemen, dengan mengangkat konsep negara hukum dalam

konstitusinya.Negara Hukum Pancasila memilikicirikhas Indonesia

sesuaidengan sumberhukum Indonesia yang salah satunya adalah

hukum yangmasihberlakudimasyarakatsepanjangtidakbertentangan

dengankonstitusi.

Menurut Couwenberg prinsip dasar yang sifatnya liberaldari

rechstaat/EropaKontinentalmencakupsepuluhbidangyaitu:

1.Pemisahan antaranegaradan masyarakatsipil(descheiding
tussen staaten burgelijke maatschappij),pemisahan antara
kepentingan umum dan kepentingan khusus perorangan,
pemisahankekuasaananrarahukum publikdanhukum privat;

2.Pemisahanantaranegaradangereja(agama);
3.Jaminan atas hak-hak kebebasan sipil(burgerlijke vrijheids

rechten);
4.Persamaanterhadapundang-undang(gelijkheidvoordewet);
5.Konstitusitertulissebagaidasarkekuasaannegaradandasar

sistem hukum;
6.Pemisahan kekuasaaan berdasarkan triaspolitica dan sistem

checkandbalances;
7.Asaslegalitas(heerscappijvandewet);
8.Idetentangaparatpemerintahandankekuasaankehakimanyang

tidakmemihakdannetral;
9.Prinsipperlindunganhukum bagirakyatterhadappenguasaoleh

peradilanyangbebasdantidakmemihak;
10.Prinsip pembagian kekuasan,baik teritorialsifatnya maupun
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vertikal(sistem federasimaupundesentralisasi).10

Berdasarkansifatdasarliberaldandemokrasiyangdikemukakan

Couwenberg,Meuwissenmenyatakancirirechtsstaatantaralain:

1.Adanya undang-undang dasar atau konstitusiyang memuat
ketentuantertulistentanghubunganantarapenguasadanrakyat;

2.Adanyapembagiankekuasaannegara,yangmeliputikekuasaan
pembuatan undang-undang yang ada pada parlemen (DPR),
kekuasaankehakimanyangbebasyangtidakhanyamenangani
sengketaantarindividuraktartetapijugaantarapenguasadan
rakyat,dan pemerintah yang mendasarkan tindakannya atas
undang-undang;

3.Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebebasan rakyat
(vrijheidsrechtenvandeburger).11

MenurutAlbertVennDiceydalam konsep negarahukum ruleof

law/anglosaxon/commonlawterdapattigaciripentingyaitu:

1.Supremasihukum (supremacyoflaw),dariregularlaw untuk
menentang pengaruh dariarbitrary power dan meniadakan
kesewenang-wenangan,prorogatifatau discretionary authority
yangluasdaripemerintah;

2.Persamaan dihadapan hukum (Equality before the law),dari
semua golongan kepada ordinary law of the land yang
dilaksanakanolehordinarycourt,iniberartibahwatidakadaorang
yangberadadiatashukum,baikpejabatmaupunwarganegara
biasakewajibanuntukmentaatihukum yangsama;

3.Konstitusiadalahhasildaritheordinarylaw oftheland,bahwa
hukum konstitusibukanlahsumbertetapimerupakankonsekuensi
darihak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh
peradilan, singkatnya, prinsip-prinsip hukum privat melalui
tindakanperadilan.12

Setiapwilayahnegaratentumemilikikarakteristikyangberbeda-beda

sehingga sistem dan penerapan hukumnya tentu harus disesuaikan.

DemikianjugahalnyadiIndonesia,sebagainegarayangmemilikitujuan

untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya,tidak bisa hanya

10Ibid.,h.87-88.
11Ibid.,h.88-89.
12Ibid.,h.90.
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menitikberatkan kepastian hukum menjadi tujuan utama negara

hukumnya.Karena aspek keadilan terhadap rakyatmenjadiperhatian

pentingsebagaimanatelahdiimplementasikandalam MKRIbahwapencari

keadilanbisamengajukangugatanapabilaterdapatperaturanperundang-

undanganyangmenurutmerekamelanggarhakkonstitusionalmereka

ataupalingtidakdalam perspektifmerekatidakadil.

Dalam teorikedaulatannegara,Indonesiamenganutduateoriyaitu

kedaulatanhukum dimananegaratundukpadahukum yangdibuatnyadan

kedaulatanrakyatdimananegaramengabdipadakemauanrakyatnya.

Selain dua konsep negara hukum diatas yang banyak diadopsioleh

berbagainegara,IndonesiamenganutkonsepNegaraHukum Pancasila.

AbdulLatifmenyebutkan “Konsep Negara Hukum Pancasila ...

denganciri-ciri.

(1)adahubunganyangeratantaraagamadannegara;
(2)bertumpupadaKetuhananYangMahaEsa;
(3)kebebasanberagamadalam artipositif;
(4)ateismetidakdibenarkandankomunismedilarang;serta
(5)asaskekeluargaandankerukunan.”13

I Dewa Gede Atmadja mengutip Muhammad Tahir Azhary

menyatakan

...unsurutamaNegaraHukum Pancasila,meliputi:
a.Pancasila;
b.MPR;
c.Sistem Konstitusi;
d.Persamaan;
e.Peradilanbebas.14

13Ibid.,h.76.
14 Azhary,Muhammad Tahir.Negara Hukum Suatu StudiTentang Prinsip-

PrinsipnyaDilihatdariSegiHukum Islam,ImplementasinyapadaPeriodeNegaraMadinah
danMasaKini.Jakarta.PrenadaMedia,1992,h.102
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Dalam buku yang berjudulFungsiMahkamah Konstitusi(Upaya

Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi) Abdul Latif menyatakan

kesimpulannyaatasNegaraHukum Pancasilamempunyaikarakteristik

ataukriteriayaitu:

1.Dari sudut pemikiran keadilan, Negara Hukum Pancasila
merupakannegarahukum yangmengutamakankeadilansosial;

2.Dari sudut konsep kenegaraan Negara Hukum Pancasila
mengutamakandanmenerimakonsepnegarahukum integralistik;

3.Darisudutupaya kesejahteraan,mengarah kepada terciptanya
masyarakatadilberkemakmurandanmakmuryangberkeadilan;

4.DarisudutmoralNegaraHukum Pancasilaadalahnegarayang
berlandaskanKetuhananYangMahaEsasertamenjunjungtinggi
harkatdanmartabatmanusia(Indonesia).15

SebagaibentukpenegasanatasNegaraHukum Pancasila,menurut

PadmoWahyonodalam MateriKuliahHukum TataNegarakonsepNegara

Hukum Pancasilamemilikisebagaiberikut:

1.Hukum bersumberpada Pancasila dan sumberdarisegala
sumberhukum;

2.Negaraberdasarkanatashukum bukankekuasaanbelaka;
3.Pemerintahberdasarkanatassistem konstitusional;
4.Equalityberforethelaw;
5.Kekuasaankehakimanyangmerdeka.16

Negara Hukum Pancasila bisa dikenali karena dalam

penyelenggaraannyamemilikiciri-cirisebagaiberikut:

1.Bertitikpangkaldariasaskekeluargaandankerukunan;
2.Tidakmengenalsekulerismemutlak;
3.Kebebasanberagamadalam artipositif;
4.HAM bukanlah titiksentraltetapikeserasian hubungan antara

pemerintahdanrakyatlebihdiutamakan;
5.Demokrasidisusundalam bingkaipermusyawaratanperwakilan.17

15AbdulLatif,Op.Cit.,h.78.
16 Martitah dan HeryAbduh.Negara dan Negara Hukum.MateriKuliah yang

disampaikanpadaperkuliahanHukum TataNegara.FakultasHukum UniversitasNegeri
Semarang,2010,h.12.

17Ibid.,h.11.
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b.TeoriPenegakanhukum

LawrenceM.Friedmanmenyatakanbahwaberhasilatautidaknya

penegakan hukum bergantung pada: “substansi hukum, struktur

hukum/pranatahukum danbudayahukum.”18Ketigasubsistem yangada

dalam system hukum salingberkaitanantarasatusamalainnya.

Substansihukum adalahbagiansubstansialyangmenentukanbisa

atautidaknyahukum itudilaksanakan.Substansijugaberartiprodukyang

dihasilkanolehorangyangberadadalam sistem hukum yangmencakup

keputusanyangmerekakeluarkan,atauaturanbaruyangmerekasusun.

Substansijugamencakuphukum yanghidup(livingl¬aw),bukanhanya

aturanyangadadalam kitabundang-undang(lawbooks).

Sebagainegarayangmasihmenganutsistem civillaw sistem atau

sistem EropaKontinental(meskisebagianperaturanperundang-undangan

jugatelahmenganut CommonLaw Sistem atauAngloSaxon)dikatakan

hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-

peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum.Sistem ini

mempengaruhisistem hukum diIndonesia.19

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa “proses pembangunan

merupakansuatuperubahanyangharusdiupayakanagarberjalanteratur

danberkelanjutan(sustainabledevelopment)disetiapsektorantaralain

politik,ekonomi,demografi,phisikologi,hukum,intelektualmaupun

18 LawrenceW.Friedman,diterjemahkan daribuku aslinyaLegalTheoryoleh
MuhammadArifin,disuntingolehAhcmadNasirBudiman,danSulaimanSaqib,Teoridan
FilsafatHukum :IdealismeFilosofisdanProblemaKeadilan,RajawaliPers,Jakarta,1990,
h.120.

19Ibid.h.20.
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teknologi.”20

Suatu penelitian hukum difungsikan sebagai sarana untuk

pembaharuan masyarakat(Law asa toolofsocialengineering)agar

pembangunan benar-benarberjalan menurutgariskebijaksanaan yang

diamanatkanolehUUDTahun1945.Halinisesuaidenganpendapatyang

dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja dengan menyesuaikan

konsepdariRoscoePoundterhadaphukum diIndonesia,kemudianoleh

RomliAtmasasmitadikembangkanlagidengankonsepBureucraticand

SocialEngineering.

RomliAtmasasmita mengemukakan,hukum harus memegang

peranan dalam memberdayakan masyarakat dan birokrasi untuk

mewujudkan masyarakatmadani.21Kemudian MochtarKusumaatmadja

memberikanpandangannyamengenaifungsidanperananhukum dalam

pembangunan nasional,yang kemudian dikenalsebagaiTeoriHukum

Pembangunan.Dimanafungsidanperanhukum diletakkandiataspremis

atauprinsipsebagaiberikut:22

a.Semuamasyarakatyangsedangmembangunselaludicirikanoleh
perubahan dan hukum berfungsiagardapatmenjamin bahwa
perubahanituterjadidengancarayangteratur.Perubahanyang
teraturmenurutMochtar,dapatdibantuolehperundang-undangan
ataukeputusanpengadilanataukombinasidarikeduanya.Beliau
menolak perubahan yang tidak teraturdengan menggunakan
kekerasansemata-mata.

b.Baikperubahanmaupunketertiban(atauketeraturan)merupakan

20 SoerjonoSoekanto,KegunaanSosiologihukum BagiKalanganHukum,Citra

AdityaBakti,Bandung,1991,h.11.
21 RomliAtmasasmita,TeoriHukum Integratif,RekonstruksiTerhadap Teori

Hukum PembangunandanTeoriHukum Progresif,GentaPublishing,Yogyakarta,2012,h.

64.
22Ibid.,h.65-66.
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tujuan awaldarimasyarakatyang sedang membangun,maka
hukum menjadisuatu sarana (bukan alat)yang tidak dapat
diabaikandalam prosespembangunan.

c.Fungsi hukum dalam masyarakat adalah mempertahankan
ketertiban melaluikepastian hukum dan juga (sebagaikaidah
sosial)harus dapatmengatur(membantu)proses perubahan
dalam masyarakat.

d.Hukum yangbaikadalahhukum yangsesuaidenganhukum yang
hidup(thelivinglaw)dalam masyarakat,yangtentunyasesuai
pulaatau merupakan pencerminan darinilai-nilaiyang berlaku
dalam masyarakatitu.

e.Implementasifungsi hukum tersebut diatas hanya dapat
diwujudkanjikahukum dijalankan olehsuatukekuasaan,akan
tetapikekuasaanitusendiriharusberjalandalam batasrambu-
rambuyangditentukandidalam hukum itu.

Hukum sangat diperlukan bagi proses perubahan termasuk

perubahan yang cepatyang biasa diharapkan oleh masyarakatyang

sedang membangun,apabila suatu perubahan itu hendak dilakukan

denganteraturdantertib,makahukum merupakansaranayangtidak

dapatdiabaikandalam prosespembangunan.23

Strukturhukum mencakup wadah ataupun bentuk darisistem

tersebut,umpamanya menyangkuttatanan lembaga-lembaga hukum

formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan

kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya.24 Struktur hukum disebut

sebagaisistem strukturalyang menentukan apakah suatu perbuatan

dapatdijangkauolehhukum.

Budaya/kulturhukummenurutLawrenceM.Friedmanpadadasarnya

mencakupnilai-nilaiyangmendasarihukum yangberlaku,nilai-nilaiyang

merupakankonsepsi-konsepsiabstrakmengenaiapayangdianggapbaik

23 EmmaNurita.CybernotaryPemahamanAwaldanKonsepPemikiran.Refika
Aditama,Jakarta,2014,h.96.

24 SoerjonoSoekanto,Op.Cit.,h.59.
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(sehingga dianuti)dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.

Nilai–nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang

mencerminkanduakeadaanekstrim yangharusdiserasikan.25 Menurut

JimlyAsshiddiqie:

Substansiyangtercermindalam peraturanperundang-undanganatau

pundalam putusan-putusanhakim selaluberasaldaribudayahukum,

dan institusi hukum yang bekerja untuk membuat maupun

menerapkandanmenegakkanhukum jugadipengaruhiolehbudaya

hukum yanghidupdanmempengaruhiorang-orangyangbekerjadi

dalam setiapinstitusiitu.Karenaitu,menurutLawrenceFriedmann,

budayahukum itulahyangmenjadikomponenutamadalam setiap

sistem hukum.26

Budaya hukum juga dapatdipersepsikan sebagaisikap manusia

terhadaphukum dansistem hukum-kepercayaan,nilai,pemikiran,serta

harapannya.Kulturhukum adalahsuasanapemikiransosialdankekuatan

sosialyang menentukan bagaimana hukum digunakan,dihindari,atau

disalahgunakan.

Budayahukum eratkaitannyadengankesadaranhukum masyarakat.
Semakintinggikesadaranhukum masyarakatmakaakantercipta
budayahukum yangbaikdandapatmerubahpolapikirmasyarakat
mengenaihukum selamaini.Secarasederhana,tingkatkepatuhan
masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator
berfungsinyahukum dimasyarakat.

c.TeoriPertanggungjawabanPidana

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan

sebagaiditeruskannyacelaan yang objektifyang adapadaperbuatan

pidanadansecarasubjektifmemenuhisyaratuntukdaptdipidanakarena

25Ibid.,h.59-50.
26JimllyAsshiddigie,TeoriHukum HensKelsen,KomisiYudisial,Jakarta,2006,h.

21-22
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perbuatannyaitu.27

Apabilaperbuatanyangdilakukansuatuperbuatanyangdicelaatau

suatu perbuatan yang dilarang namun apabiladidalam diriseseorang

tersebutadakesalahanyangmenyebabkantidakdapatbertanggungjawab

makapertanggungjawabanpidanatersebuttidakmungkinada.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban

pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak

pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksipidana.

Seseorangakanmemilikisifatpertanggungjawabanpidanaapabilasuatu

halatau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifatmelawan hukum,

namun seseorang dapathilang sifatbertaanggungjawabnya apabila

didalam dirinya ditemukan suatu unsuryang menyebabkan hilangnya

kemampuanbertanggungjawabseseorang.

MenurutChairulHudabahwadasaradanyatindakpidanaadalah

asaslegalitas,sedangkandapatdipidananyapembuatadalahatas

dasarkesalahan,haliniberartibahwaseseorangakanmempunya

pertanggungjawabanpidanabilaiatelahmelakukanperbuatanyang

salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya

pertanggungjawabanpidanaadalahsuatubentukmekanismeyang

diciptakanuntukberekasiataspelanggaransuatuperbuatantertentu

yangtelahdisepakati.28

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam

pertanggungjawabanpidana.Dalam pengertianperbuatantindakpidana

tidaktermasukhalpertanggungjawabanpidana,perbuatanpidanahanya

27 Roeslansaleh,Pikiran-PikiranTentangPertanggungJawabanPidana,Cetakan
Pertama,Jakarta,GhaliaIndonesia,h.33.

28ChairulHuda,Op.Cit,h.68
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menunjuk kepada apakah perbuatan tersebutmelawan hukum atau

dilarangolehhukum,mengenaiapakahseseorangyangmelakukantindak

pidanatersebutkemudiandipidanatergantungkepadaapakahseseorang

yangmelakukanperbuatanpidanatersebutmemilikiunsurkesalahanatau

tidak.

Pertanggungjawaban pidana dala comman law system selalu

dikaitkan dengan mens rea dam pemidanaan (punishment).

Pertanggungjawabanpidanamemilikihubungandengankemasyrakatan

yaituhubunganpertanggungjawabandenganmasyarakatsebagifungus,

fungsidisnipertanggungjawaban memilikidaya penjatuhan pidana

sehingga pertanggubgjawaban disinimemilikifungsicontrolsisosial

sehinggadidalam masyarakattidakterjaditindakpidana.

Selain halitu pertanggungjawaban pidana dalam common law

system berhubungandenganmensrea,bahwapertanggungjawbanpidana

dilandasiolehkeadaansuatumentalyaitusebagisuatupikiranyangsalah

(aguiltymind).Guiltymindmengandungartisebagaisuatukesalahan

yangsubjektif,yaituseseorangdinyatakanbersalahkarenapadadiri

pembuatdinilaimemilikipikiranyangsalah,sehinggaorangtersebutharus

bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawabn pidana dibebankan

kepadapembuatmakapembuatpidanaharusdipidana.Tidakadanya

pikiranyangsalah(noguiltymind)berartitidakadapertanggungjawaban

pidanadanberakibattidakdipidanyapembuat.

Kesalahan sebagai bagian mens rea juga diartikan sebagai
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kesalahan karena melanggaraturan,atau melanggartata peraturan

perundang-undangan.Setiaporangyangmelakukanpelanggaranterhadap

undang-undang makaorangtersebutwajib bertanggungjawabatasapa

yang telah dilakukan.Kesalahan sebagaiunsurpertanggungjawaban

dalam pandangan inimenjadikan suatu jaminan bagiseseorang dan

menjadikankontrolterhadapkebebasanseseorangterhadaporanglain.

Adanyajaminaninimenjadikanseseorangakanterlindungdariperbuatan

oranglainyangmelakukanpelanggaranhukum,dansebagisuatucontrol

karenasetiaporangyangmelakukanpelanggaranhukum pidanadibebani

pertanggungjawabanpidana.

KUHP tidak menyebutkan secara jelas mengenai system

pertanggungjawabanpidanayangdianut.BeberapaPasaldalam KUHP

sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun

kealpaan,namunsayangnyamengenaipengertiankesalahankesengjaan

maupunkealpaantidakdijelaskanpengertiannyaolehUndang-undang.

Tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan

kesengajaanmaupunkealpaan,namunberdasarkandoktrindanpendapat

para ahlihukum mengenaipasal-pasalyang ada dalam KUHP dapat

simpulakanbahwadalam pasal-pasaltersebutmengandungunsur-unsur

kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh

pengadilan,sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan

perbuatantindakpidana,selaintelahterbuktimelakukantindakpidana

makamengenaiunsurkesalahanyangdisengajaataupunataukealpaan
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jugaharusdibuktikan.29

Artinyadalam halpertanggungjawabanpidanainitidakterlepasdari

perananhakim untukmembuktikanmengenaiunsur-unsurpertanggung

jawaban pidana itu sendirisebab apabila unusur-unsurtersebuttidak

dapatdibuktikankebenarannyamakanseseornagtidakdapatdimintakan

pertanggungjawaban.

Kemampuan bertanggung jawab dapatdiartikan sebagaikondisi

batinyangnormalatausehatdanmampunyaakalseseorangdalam

membeda-bedakanhal-halyangbaikdanyangburukataudengan

katalainmampuuntukmenginsyafisifatmelawanhukumnyasuatu

perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk

menentukanadanyakemampuanbertanggungjawab,yaitufaktor

akaldan faktorkehendak.Akalyaitu dapatmembedakan antara

perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan,

sedangkan kehendak yaitu dapatmenyesuaikan tingkah lakunya

dengankeinsyafanatassesuatuyangdiperbolehkandanyangtidak

diperbolehkan.30

Keadaanbatinyangnormalatausehatditentukanolehfaktorakal

pembuatyangdapatdilihatdariakalnyamampumembeda-bedakan

perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidakboleh

dilakukan. Kemampuan pembuat untuk membeda - bedakan

perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan,

menyebabkan yang bersangkutan dapatdipertanggung jawabkan

dalam hukum pidana,ketika melakukan tindak pidana.dapat

dipertanggung jawabkan karena akalnya yang sehat dapat

membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang

ditentukanolehhukum,padanyadiharapkanuntukselaluberbuat

sesuaidenganyangditentukanhukum.31

Seseorangyang dikatakanmampubertanggungjawabjikajiwanya

29 HanafiAmrani,Mahrus Ali,Sistem Pertanggungjawaban Pidana,Jakarta,
RajawaliPers,2015,h.52

30MahrusAli,2011,Dasar-DasarHukum Pidana,SinarGrafika,Jakarta,h.171
31Ibid.
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sehat,apabila;

1.iamampuuntukmengetahuiataumenyadaribahwaperbuatannya

bertentangandenganhukum

2.ia dapatmenentukan kehendaknya sesuaidengan kesadaran

tersebut.32

Dalam KUHP,ketentuanmengenaikemampuanbertanggungjawab

diaturdalam bukuIbabIIIPasal44ayat(1)yangberbunyi:“barangsiapa

melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan

kepadanya karena jiwanya cacatdalam pertumbuhan atau terganggu

karenapenyakit,tidakdipidana.”

Dilihatdalam Pasal44ayat(1)dijelaskanbahwaseseorangyang

jiwanyacacatatauterganggutidakdapatdipidana,halinidisebabkan

karena orang tersebuttidak mampu menyadaribahwa perbuatannya

bertentangandenganhukum sertatindakanyangdilakukandiluardari

kesadarannya,makaorangtersebuttidakdapatdipertanggungjawabkan

secarahukum.

2.KerangkaKonsep

Konsepsiberasaldaribahasalatin,conceptusyangmemilikiarti

sebagaisuatu kegiatan atau proses berpikir,daya berfikirkhususnya

penalarandanpertimbangan.Peranankonsepdalam penelitianadalah

untukmenghubungkanduniateoridanobservasi,antaraabstraksidan

32 Muladidan Dwidja Priyatno.Pertanggungjawaban Korporasidalam Hukum
Pidana.Bandung.1991.h.74
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realitas.

Konsepsi merupakan definisi operasional dari intisari obyek

penelitianyangakandilaksanakan.Pentingnyadefinisioperasionaladalah

untukmenghindarkanperbedaanpengertiandanpenafsirandarisuatu

istilah yang dipakai.Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan

peganganpadaprosespenelitianini.Menghindariterjadinyaperbedaan

pengertian tentang konsep yang dipakaidalam penelitian ini,perlu

dikemukakanpengertiankonsepyangdigunakan,sebagaiberikut:

a.Pertanggungjawaban Pidana adalah Pertanggungjawaban pidana

merupakan “suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana

untukbereaksiataskesepakatanmenolaksuatuperbuatantertentu.”33

b.TindakPidana

Istilahtindakpidanaberasaldariistilahyangdikenaldalam hukum
pidanaBelandayaitustrafbaarfeit.Walaupunistilahiniterdapat
dalam WvsBelandamaupunberdasarkanasaskonkordasiistilah
tersebutjugaberlakupadaWvSHindiaBelanda(KUHP).Tetapi
tidakadapenjelasanresmitentangapayangdimaksuddengan
strafbaarfeit.Olehkarenaitu,paraahlihukum berusahauntuk
memberikanartidanistilahitu,namunhinggasaatinibelum ada
keseragaman pendapattentang apa yang dimaksud dengan
strafbaarfeit.34

c.Pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan Keputusan

Presiden Nomor 80 tahun 2003 adalah kegiatan pengadaan

barang/jasayangdibiayaidenganAPBN/APBD,baikyangdilaksanakan

secaraswakelolamaupunolehpenyediabarang/jasa.

33
Chairulhuda,Dari‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’menuju kepada ‘Tiada

PertanggungJawabanPidanaTanpaKesalahan,Kencana,Jakarta,2011,h.71
34

C AdamiChazawi,2007,PelajaranHukum PidanaII,RajaGrafindoPersada,

Jakarta,h.67.
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d.MenurutPeraturanMenteriPerhubunganRepublikIndonesiaNomor26

Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan

KendaraanBermotorUmum tidakdalam Trayek,definisidarimobilbus

adalah kendaraan bermotorangkutan orang yang memilikitempat

duduklebihdari8orang,termasukpengemudiyangberatnyalebihdari

3.500kg.MenurutPeraturanMenteriPerhubunganRepublikIndonesia

Nomor26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang

denganKendaraanBermotorUmum tidakdalam Trayek

F.KeaslianPenelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di perpustakaan

UniversitasIslam SumateraUtaradan browsingmelaluiinternetterdapat

beberapapenelitianyangtelahdilakukanolehpenelitianterdahulu,yang

berkaitan dengan juduldan permasalahan yang menjadiobjek kajian

dalam penulisan tesis ini.Adapun beberapa penelitian yang memiliki

keterkaitandenganobjekpenelitianiniadalah:

1.Tesis,Dina Karlina AmriLubis,NIM::167005061,Mahasiswa

Program StudiMagisterIlmuHukum FakultasHukum Universitas

SumateraUtara,Medan,2019.

Judultesisyangmenjaditopik/temadalam penelitiantesisini

adalah mengenai:Pertanggungjawaban Pidana PejabatPembuat

KomitmenAkibatTerjadinyaKerugianNegaraDalam Pengadaan

Barang/JasaPemerintah

Adapunyangmenjadipermasalahandalam penelitianini,yaitu:
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Bagaimana aspek hukum pidana korupsi dalam pengadaan

barang/jasa pemerintah?Bagaimana pertanggungjawaban pidana

PejabatPembuatKomitmen akibatterjadinya kerugian keuangan

negara dalam pengadaan barang/jasa pemerintah? Bagaimana

perlindunganhukum PejabatPembuatKomitmenakibatterjadinya

kerugian keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa

pemerintah?

2.TesisRendraAlfonsoSItorus,mahasiswaProgram StudiMagister

IlmuHukum,FakultasHukum UniversitasSumateraUtara,Medan,

2019.

Judulpenelitian/tesis:TinjauanYuridisPertanggungjawaban

PidanaKorupsiPengadaanAlatKesehatanRSUDSidikalang(Studi

PutusanPengadilanNegeriMedanNo.61/Pid.Sus-TPK/2016/PN-

MDN)

Adapun yang menjadipermasalahan dalam tesisiniadalah

Bagaimanapengaturanhukum terkaitdenganpengadaanbarangdan

jasa pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan di

Indonesia? Bagaimana kedudukan dan kewenangan pihak-pihak

terkaitdalam PengadaanAlat-AlatKesehatandiRSUD Sidikalang?

Bagaimanapertimbanganhukum dalam tindakpidanakorupsipada

pengadaan alat-alatkesehatan berdasarkan Putusan Pengadilan

NegeriMedanNomor61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn?

Berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan,maka sejauh yang
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diketahui, penelitian tentang: Pertanggungjawaban Tindak Pidana

Penyalahgunaan Dana Pengadaan SubsidiOperasionalBus Perintis

Perum DamriMenurutUndang-Undang Nomor31 Tahun 1999 Junto

Undang-UndangNomor20Tahun2001TentangPemberantasanTindak

Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1333

K/Pid.Sus/2019)belum pernahdilakukanbaikdilihatdarijudulmaupun

darisubtansipermasalahanSehinggapenelitianiniadalahasliadanya.

Artinya,secara akademik penulisan inidapatdipertanggungjawabkan

kemurniannya

G.MetodePenelitian

1.SpesifikasiPenelitian

Penelitianinibersifat“deskriptif,yaitumenggambarkankeadaanatau

suatu fenomena yang berhubungan dengan permasalahan yang akan

diteliti”.35Deskriptifanalistisakandikajiperaturan-peraturanyangberlaku

dikaitkan dengan teori-teorihukum dan praktek pelaksanaan yang

menyangkutpermasalahanyangtelahdiidentifikasi.

2.MetodePendekatan

Penelitianyangdilakukanadalahpenelitianhukum normatifyaitu

penelitianhukum yangmenelitidatasekunderyaitudatayangdiperoleh

daridatapustaka.36

35 Bambang Sunggono,MetodePenelitianHukum,PT.RajaGrafindo Perkasa,
Jakarta,2003,hal.36

36Moleong,LexyJ.2013.MetodePenelitianKualitatif.EdisiRevisi.Bandung:PT.
RemajaRosdakarya.h.37.
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Pendekatandalam penelitianinidilakukansecaraundang-undang,

kasusdankonseptual.

3.ObjekPenelitian

Adapunobjekpenelitiandalam penulisantesisiniadalahPutusan

MahkamahAgungNomor1333K/Pid.Sus/2019.

4.AlatPengumpulanData

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan

melaksanakan penelitian kepustakaan (libraryreseacrh),yaitu dengan

metodependekatankonseptual(conceptualapproach).

Pendekatan konseptualberanjak daripandangan-pandangan dan

doktrin-doktrinyangberkembangdidalam ilmuhukum.Pendekatanini

menjadipenting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang

berkembangdalam ilmuhukum dapatmenjadipijakanuntukmembangun

argumentasihukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.

Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan

pengertian-pengertianhukum,konsephukum,maupunasashukum yang

relevandenganpermasalahandanpembahasandalam penelitianini.

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam

menyusuntesisiniyangdidasarkanatas:PenelitianKepustakaan(library

research),denganmetodeinipenulisdapatmengumpulkanbahan-bahan

kepustakaan,berupa buku-buku,majalah,dokumen-dokumen,serta

sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian pokok
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masalahdalam tesisini.

5.ProsedurPengambilandanPengumpulanData

a.JenisData

Adapun data yang digunakan dalam penelitian iniadalah

kualitatif.Datakualitatif,yaitudatayangdisajikandalam bentuk

kataverbalbukandalam bentukangka.yangtermasukdata

kualitatifdalam penelitian iniyaitu gambaran umum obyek

penelitian.37

b.SumberData

Sumberdatapenelitianiniadalahsekunder.Datasekunder

dalam penelitianinibersumberdari:

1)Bahan hukum primer,yaitu bahan hukum berupa peraturan

perundang-undanganmengenaitindakpidanakorupsi.

2)Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat

hubungannyadenganbahanhukum primerberupabuku-buku

yangberhubungandenganobjekyangditeliti

3)Bahanhukum tertieryakniyangmemberikaninformasilebih

lanjutmengenaibahan hukum primer dan bahan hukum

sekundersepertikamushukum.

c.AlatPengumpulanData

Alatpengumpulandatamerupakanlandasanutamadalam

menyusuntesisiniyangdidasarkanatas:penelitiankepustakaan

37 NoengMuhadjir,MetodologiPenelitianKualitatif,(Yogyakarta:Rakesarasin,
1996),h.2.
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(libraryresearch);Dengan metode ini penulis dapat

mengumpulkanbahan-bahankepustakaan,berupaputusandari

pengadilan,buku-buku,majalah,dokumen-dokumen,sertasumber

-sumberteoritislainnyasebagaidasarpenyelesaianpermasalahan

dalam tesisini.

6.AnalisisData

Analisis data dalam penelitian inimenggunakan analisis data

kualitatif.Analisisdatakualitatifadalahupayayangdilakukandengan

jalanbekerjadengandata,mengorganisasikandata,memilah-milahnya

menjadisatuan yang dapatdikelola,mensintesiskannya,mencaridan

menemukanpola,menemukanapayangpentingdanapayangdipelajari

danmemutuskanapayangdapatdiceritakankepadaoranglain.

Pelaksanaan analisis data dalam penelitian ini,terdapat3 (tiga)

aspek kegiatan yang penting untuk dilakukan,yaitu:menulis catatan,

mengidentifikasikonsep-konsepdanmengembangkanbatasankonsep

danteori.Prosesanalisisdatayangdilakukandalam penelitianinimeliputi

beberapatahapan,yaitu:

a.Analisisdata

Analisis data dilakukan semenjak data diperoleh secara studi

pustaka.Darianalisadatadiperolehtemadanrumusanhipotesa.

Untukmenuju pada tema dan mendapatkan rumusan hipotesa,

tentusajaharusberpatokanpadatujuanpenelitiandanrumusan

masalahnya.
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b.Reduksidata

Reduksidatamerupakankegiatanprosespengurangandatadan

juga penambahan data.Dalam mereduksidata dapatterjadi

pengurangan data dan juga penambahan data yang dianggap

relevandenganpermasalahanyangditelitisehinggadihasilkandata

yangsempurna.

c.Penyajiandata

Setelah proses reduksidata,maka tahapan selanjutnya adalah

penyajiandata.Penyajiandatamerupakanprosespengumpulan

informasiyangdisusunberdasarkategoriataupengelompokan-

pengelompokanyangdiperlukan.

d.Interpretasidata

Setelahmelaluitahapanpenyajiandata,makatahapselanjutnya

adalahprosespemahamanmaknadariserangkaiandatayangtelah

tersaji,dalam wujudyangtidaksekedarmelihatapayangtersurat,

namun lebih pada memahamiatau menafsirkan mengenaiapa

yangtersiratdidalam datayangtelahdisajikan.

e.Penarikankesimpulan/verifikasi.

Tahapanterakhirdarianalisisdataadalahpenarikankesimpulan/

verifikasi,tahapinimerupakanprosesperumusanmaknadarihasil

penelitianyangdiungkapkandengankalimatyangsingkat-padat

dan mudah difahami,serta dilakukan dengan cara berulangkali

melakukanpeninjauanmengenaikebenarandaripenyimpulanitu,
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khususnyaberkaitandenganrelevansidankonsistensinyaterhadap

judul,tujuandanperumusanmasalahyangada.

BABII

PENGATURANHUKUM PERTANGGUNGJAWABAN

PEYALAHGUNAANDANAPENGADAAN

BARANGMILIKNEGARA

A.KesalahanDalam Hukum Pidana

Dalam hukum pidana,parametertanggung jawab pidana adalah

kesalahan(schuld).Tidakdipidanajikatidakadakesalahan(Geenstraf

zonderschuld).Kesalahanadalahdapatdicelanyapembuattindakpidana

karenadilihatdarisegimasyarakatsebenarnyadiadapatberbuatlainjika

tidakinginmelakukanperbuatantersebut.

Orangdapatdikatakanmempunyaikesalahanjikadiapadawaktu

melakukanperbuatanpidana,dilihatdarisegimasyarakatdapatdicela

karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan

masyarakatpadahalmampuuntukmengetahuimaknaperbuatantersebut,

dan karenanya dapatbahkan harus menghindariperbuatan demikian.

Dalam doktrin,untukadanyakesalahanseseorangharus:

a.Melakukanperbuatanmelawanhukum

b.Mampubertanggungjawab

c.Perbuatan itu dilakukan den¬gan sengaja atau kealpaan Tidakada


